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[bookmark: _TOC_250008][bookmark: _Toc148711250]KRITERIA 2. TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJA SAMA

2.1 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan

2.1.1 Kebijakan
Kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi  yang mengatur tata pamong, tata kelola, dan kepemimpinan di UPPS.
1. Peraturan Mendikbud tentang SNPT Nomor 3 Tahun 2020
2. Peraturan YPLP-PT PGRI SumSel tentang pengesahan Struktur Organisasi Universitas PGRI Palembang No. 184 A/C.1/YPLP-PTPGRI/2018
3. Statuta Universitas PGRI Palembang
4. Rencana dan Strategis Universitas PGRI Palembang
5. Peraturan YPLP PT PGRI Sumsel tentang pembentukan Lembaga Mutu Pendidikan No.113/C.1/YPLPPT-PGRI/2009,
6. Peraturan YPLP PT-PGRI Sumatera Selatan tetang Perubahan Nama Lembaga Mutu Pendidikan menjadi Lembaga Penjamin Mutu (LPM) UPGRIP Nomor: 555/C.1/YPLPPT-PGRI/2010 
7. Struktur organisasi dan uraian tugas pejabat di lingkungan UPGRIP No.184 A/C.1/YPLPPT PGRI/2018
8. Surat Keputusan Rektor No 3197/RRA, 49/UNIV PGRI/2019 tentang tugas dan fungsi struktur organisasi
9. Peraturan Rektor No. 10024/R.A.49/Univ.PGRI/2020 tentang sistem tata pamong di lingkungan Universitas PGRI Palembang
10. Keputusan Rektor No.15/SK/UNIV-PGRI/2011 tentang Dokumen Lembaga Penjamin Mutu, Gugus Penjamin Mutu dan Unit Penjamin Mutu Universitas PGRI Palembang 
11. SNPT Universitas PGRI Palembang
12. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal
13. Rencana Strategis Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
14. Pedoman Monitoring dan Evaluasi
15. Pedoman Kerjasama
16. Dokumen Kode Etik Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Pendidik

Kebijakan tersebut telah disosialisasikan ke pihak-pihak yang berkepentingan melalui cara-cara diedarkan dokumen dalam bentuk cetak di tingkat program studi serta Dokumen kebijakan di upload melalui laman web: https://pvto.univpgri-palembang.ac.id/?page_id=207  sehingga dapat diakses secara umum

2.1.2 Pelaksanaan
2.1.2.1 Tata Pamong
Sistem dan perwujudan good governance di UPPS dengan struktur organisasi dan tata pamong yang lengkap, fungsional, dan disertai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing- masing secara jelas, serta memenuhi lima pilar: (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil.

1. Sistem dan perwujudan good governance di UPPS dengan struktur organisasi dan tata pamong yang lengkap, fungsional, dan disertai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing- masing secara jelas
Sistem tata pamong FKIP UPGRIP mengacu pada Keputusan YPLP PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan No.184 A/C 1/YPLPPT PGRI/2018 yang saat ini telah menjadi Badan Pengawas Harian (BPH) Pengurus Besar (PB) PGRI Palembang tentang struktur organisasi dan tata kerja UPGRIP yang menjadi pedoman terlaksananya tugas para tata pamong yang efektif dan efisien.
Berikut diagram struktur organisasi dan tata pamong UPPS
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Uraian tugas dan fungsi (tupoksi) yang melekat pada struktur organisasi dalam pengelolaan UPPS dan PSPVTO diatur dalam Surat Keputusan Rektor No 3197/RRA, 49/UNIV PGRI/2019. Adapun tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi tersebut dijelaskan pada tabel berikut.

	No
	Bagian
	Tugas Pokok
	Fungsi

	1.
	Dekan
	Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran serta terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) serta bertanggung jawab kepada Rektor
	1. Penyusunan,perencanaan,penyelenggaraan,  pembinaan dan pengembangan FKIP dalam upaya menghasilkan tenaga pendidik yang profesional dan berkualitas.
2. Penyusunan,perencanaan,penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan penelitian di FKIP dalam rangka menghasilkan pengetahuan empirik teori, konsep,metedologi, model atau informasi baru yang merupakan IPTEK dalam bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3. Penyusunan,perencanaan,penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang berdasarkan IPTEK dan seni dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan bidang keguruan dan ilmu pendidikan

	2.
	Gugus
Penjamin Mutu
	Melakukan pemantauan dan pengevaluasian seluruh kegiatan penjamin mutu dan mempublikasikan, akreditas di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang
	1. Pengkoordinasian dengan Dekan dalam melakukan pendataan dan informasi penjamin mutu pendidikan, publikasi,akreditasi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
2. Pelaporan hasil pendataan dan pengkajian tentang mutu Pendidikan,publikasi akreditasi dan penerbitan jurnal ilmiah di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang secara periodic kepada Rektor Universitas PGRI Palembang dan YPLP PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan melalui dekan FKIP

	3.
	Wakil Dekan I
	Terselenggaranya program Pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada FKIP
	1. Perencanaan,pengorganisasi,pelaksana,pengendali,dan pengevaluasi dalam bidang Pendidikan, pengajaran, penelitan, serta pengabdian pada masyarakat
2. Pembina tenaga kependidikan dan pengajaran, mahasiswa, tenaga administrasi fakultas
3. Pembina hubungan dan kerjasama

	4.
	Wakil Dekan II
	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan keuangan di FKIP sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan keputusan Rektor dan YPLP PT PGRI Provinsi Sumsel
	Perencana, pengembangan dan pemimpin pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan merencanakan anggaran biaya operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

	5.
	Wakil Dekan III
	Terselenggaranya kegiatan kemahasiswaan, alumni,kerjasama organisasi antar lembaga dengan fakultas, tercapainya hubungan persuasuive, edukatif, dengan alumni FKIP dan menjalin kerjasama dengan organisasi PGRI di seluruh tingkatan
	Perencanaan, pengembangan serta memimpin pelaksaaan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, mengupayakan terwujudnya peningkatan prestasi dan kesejahteraan mahasiswa alumni dan kerjasama dengan lembaga lain dan organisasi PGRI

	6.
	Kepala Bagian Akademik
	Terselenggaranya program pendidikan dan pengajaran pada FKIP
	Penyusun dan perencana pada kegiatan akademik dan pengajaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

	7.
	Kepala Bagian Tata Usaha
	Terlaksananya kegiatan administrasi di FKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas PGRI Palembang
	1. Pelaksanaan, pengkoordinasian kegiatan administrasi dilingkungan FKIP
2. Pemberian saran, pendapat kepada wakil Dekan I, II, III dan atau Dekan dalam pemecahan masalah dalam bidang Administrasi FKIP

	8.
	Kasubbag Akademik
	Terlaksananya kegiatan pendidikan pengajaran, yudisium dan tersusunnya data , tata tertib dan jadwal akademik di FKIP
	1. Penyusunan rencana kerja dibidang akademik yang meliputi pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam administrasi akademik di FKIP
2. Penyiapan sarana dan prasarana administrasi akademik di FKIP

	9.
	Kasubbag Kemahasiswaan dan Kerjasama
	Terlaksananya program kegiatan kemahasiswaan dalam rangka proses perluasan kemampuan pada diri mahasiswa dengan cara menempuh dan meningkatkan kemampuan dan pelayanan di bidang kemahasiswaan.
	Pembina,pemberi saran, pertimbangan berbagai kegiatan mahasiswa dalam meningkatkan:
· Wawasan prestasi (Nalar) Mahasiswa
· Wawasan inovasi (Minat) Mahasiswa
· Wawasan, kreasi dan kesejahteraan Mahasiswa terstruktur dengan Wakil Dekan III, terstruktur dengan Wakil Rektor III dan organisasi PGRI

	10.
	Kasubbag Keuangan dan Kepegawaiaan
	Terselenggaranya tugas administrasi kepagawaian dan administrasi keuangan di lingkungan FKIP
	Pelaksanaan, pengaturan dan pencatat tata pemeliharaan administrasi kepegawaian dan keuangan di lingkungan FKIP

	11.
	Kasubbag Adm Umum & Perlengkapan
	Terlaksananya administrasi tenaga pendidikan dan sistem kesejahteraan yang tertib dan cepat dan aman terhadap dokumen, kearsifan, serta seulurh administrasi perlengkapan.
	1. Pengelolaan bagian administrasi umum dan perlengkapan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan
2. Pemberian saran kepada kabag tata usaha dan biro administrasi umum dan perlengkapan

	12.
	Kepala unit Perpustakaan
	Terselenggaranya program kegiatan pengadaan, perawatan, pelayanan, peminjaman dan atau pengurus PGRI pada FKIP
	Perumusan dan kebijakan-kebijakan dibidang perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

	13.
	Kepala Unit Microteaching
	Terlaksananya program kegiatan pada microtechine dan PPL oleh mahasiswa sesuai dengan bidang ilmunya.
	1. Pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengaturan jadwal pemakaian ruangan microteaching Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
2. Pemberian saran, pendapat kepada Ketua Prodi, Ketua Jurusan, Wakil Dekam I dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan Microteaching dan PPL

	14.
	Ketua Program Studi
	Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran pada program studi yang dipimpinnya.
	1. Pelaksana tugas akademik Program Studi
2. Pelaksana tugas administrasi Program Studi

	15.
	Ketua Laboratorium
	Terselenggaranya tugas kegiatan praktikum mahasiswa dan dosen di laboratorium Program Studi yang dipimpinnya.
	1. Pelaksana, koordinasi dengan Ketua program studi untuk pemakaian laboratorium
2. Pemberi saran dalam penambahan alat-alat dan bahan laboratoriun



Komitmen UPPS untuk menjaga integritas tugas dan fungsi tata pamong yang efektif, dan efisien. UPPS secara konsisten melaksanakan (1) perencanan; (2) pengorganisasian; (3) penempatan personal; (4) pengarahan; dan (5) pengawasan. Tercapainya kinerja tata pamong yang baik diperoleh melalui monitoring dan evaluasi yang secara konsisten menggunakan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi pada sistem informasi akademik pada laman https://sisfo.univpgri-palembang.ac.id/. Efektifitas dan efisiensi kinerja tata pamong dievaluasi melalui e-monev yang telah sosialisasikan, dapat diakses memalui laman penjamin mutu fakultas  https://gpmfkip.univpgri-palembang.ac.id/.

2. Tata pamong yang (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil.
Pelaksanaan tata pamong melalui penerapan 5 pilar kredibilitas, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan berkeadilan yang digunakan untuk memastikan sistem yang telah diterapkan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. 

a. Kredibel
Realisasi pilar kredibilitas pada sistem pelaksanaan tata pamong yang didasarkan pada peraturan YPLP-PT PGRI Sumsel No. 184.A/C.1/YPLP-PTPGRI/2018 tentang Struktur Organisasi Universitas PGRI Palembang dan Statuta Universitas PGRI Palembang. Pemilihan pimpinan PSPVTO FKIP UPGRIP, pengelola, dan dosen PSPVTO FKIP UPGRIP dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan dan kualifikasi yang memadai.
Realisasi kredibilitas pada PSPVTO FKIP UPGRIP tercermin pada Pemilihan ketua program studi secara demokratis dan terbuka untuk semua dosen pada PSPVTO baik untuk dosen tetap yayasan maupun dosen PNSD yang memenuhi syarat seperti (1) memiliki kualifikasi akademik minimal pendidikan S2; (2) memiliki jenjang akademik; (3) memiliki kemampuan mengembangkan tridharma pada program studi; (4) bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi kaprodi; (5) bebas dari tindakan korupsi; (6) memiliki potensi dalam bekerja sama membangun program studi, sesuai dengan Statuta dengan memperhatikan kapasitas dan kapabilitas dosen yang bersangkutan. Pemilihan dosen pengampu mata kuliah ditunjuk melalui analisis kesesuaian mata kuliah dengan latar belakang pendidikan dan keahlian dosen, selanjutnya diadakan rapat seluruh dosen untuk penetapan dosen pengampu mata kuliah untuk menyusun perangkat pembelajaran. Menjalankan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di Universitas PGRI Palembang. Memiliki pedoman kegiatan yang mengatur pelaksanaan kegiatan PSPVTO yang meliputi: (1) standar mutu penelitian melalui keputusan dekan FKIP Nomor : 112/C.2/FKIP/UNIV.PGRI/2018 sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian; (2) standar mutu Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan keputusan dekan FKIP Nomor : 113/C.2/FKIP/UNIV.PGRI/2018 pedoman dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; (3) standar mutu Pendidikan berdasarkan keputusan dekan FKIP Nomor : 114/C.2/FKIP/UNIV.PGRI/2018 sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pendidikan; (4) standar mutu tata Kelola dan kemahasiswaan berdasarkan keputusan dekan FKIP Nomor : 115/C.2/FKIP/UNIV.PGRI/2018 sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan dan kemahasiswaan; (5) keputusan rektor nomor : 10370/R.A.49/Univ.PGRI/2022 tentang pedoman pengelolaan keuangan dan anggaran.

b. Transparan
Realisasi pilar kredibilitas pada sistem pelaksanaan tata pamong yang didasarkan pada peraturan YPLP-PT PGRI Sumsel No. 184.A/C.1/YPLP-PTPGRI/2018 tentang Struktur Organisasi Universitas PGRI Palembang dan Statuta Universitas PGRI Palembang. Pemilihan pimpinan PSPVTO FKIP UPGRIP, pengelola, dan dosen PSPVTO FKIP UPGRIP dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan dan kualifikasi yang memadai.
Praktik realisasi kredibilitas pada PSPVTO FKIP UPGRIP tercermin pada Pemilihan ketua program studi secara demokratis dan terbuka untuk semua dosen pada PSPVTO baik untuk dosen tetap yayasan maupun dosen PNSD yang memenuhi syarat. Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu untuk;  (1) memiliki kualifikasi akademik minimal pendidikan S2; (2) memiliki jenjang akademik; (3) memiliki kemampuan mengembangkan tridharma pada program studi; (4) bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi kaprodi; (5) bebas dari tindakan korupsi; (6) memiliki potensi dalam bekerja sama membangun program studi, sesuai dengan Statuta dengan memperhatikan kapasitas dan kapabilitas dosen yang bersangkutan. Pemilihan dosen pengampu mata kuliah melalui analisis kesesuaian mata kuliah dengan latar belakang pendidikan dan keahlian dosen PSPVTO. Sosialisasi kebijakan, peraturan akademik, serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan sivitas akademik di informasikan melalui laman www.univpgri-palembang.ac.id. Sosialisasi informasi beasiswa dan PKM untuk mahasiswa melalui laman website https://pvto.univpgri-palembang.ac.id dan sosial media PSPVTO https://pvto.univpgri-palembang.ac.id. 

c. Akuntabel
Realisasi Pilar akuntabel PSPVTO tercermin pada praktik melalui mekanisme kerja dan peraturan yang berlaku. Seluruh kegiatan civitas akademika PSPVTO dijalankan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) dan peraturan yang ada, pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah. 
Realisasi pilar akuntabel dalam pemilihan ketua PSPVTO yang didasarkan pada peraturan Rektor No. 10024/R.A.49/Univ.PGRI/2020 tentang sistem tata pamong di lingkungan Universitas PGRI Palembang. Dalam bidang Pendidikan pilar akuntabel tercermin sebagai berikut: (1) Pada pelaksanaan pembelajaran di awal semester, UPPS mewajibkan dosen memiliki rencana pembelajaran semester (RPS) berdasarkan standar operasional prosedur (SOP). Semua dosen PSPVTO sudah membuat RPS dan perangkat pembelajaran (labsheet/jobsheet , media dan modul ajar); (2) Proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan karakteristik interaktif, holistik, saintifik dan kontekstual, yang berpusat pada mahasiswa (student center learning) dan secara konsisten dilakukan evaluasi disetiap akhir semester oleh GPM fakultas melalui e-monev. (3) pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan 16 pertemuan dan terintegrasi pada sistem informasi akademik melalui laman https://sisfo.univpgri-palembang.ac.id/. (4) Kualifikasi akademik dosen paling rendah berjenjang magister. PSPVTO memiliki 7 dosen berkualifikasi jenjang magister dan doktor. 
Pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilaksanakan  oleh dosen FKIP Universitas PGRI Palembang diatur dalam Standar Mutu Penelitian dan Pengabdian. Praktik penelitian dan pengabdian yang baik sebagai berikut; (1) Penelitian dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun oleh setiap dosen. Setiap dosen melaksanakan penelitian pada bidang vokasional teknologi otomotif dan pendidikan kejuruan  (2) Hasil penelitian dosen PSPVTO dipublikasikan pada jurnal nasional dan internasional bereputasi, serta hasil penelitiannya telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI); (3) PSPVTO menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dibidang penelitian yang melibatkan dosen dan mahasiswa PSPVTO. (4) pelaksanaan PKM PSPVTO dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Setiap dosen melaksanakan PKM pada bidang vokasional teknologi otomotif dan pendidikan kejuruan. 

d. Bertanggung Jawab
Realisasi pilar tanggung jawab pada PSPVTO diwujudkan dari proses pemilihan ketua PSPVTO sesuai dengan ketentuan yang disahkan oleh dekan FKIP Universitas PGRI Palembang berdasarkan peraturan rektor No. 10024/R.A.49/Univ.PGRI/2020 tentang sistem tata pamong di lingkungan Universitas PGRI Palembang. Pengambilan keputusan strategis dilakukan dengan pertanggungjawaban untuk ketercapaian kinerja dalam wujud laporan kinerja kepada senat fakultas serta sivitas akademika FKIP Universitas PGRI Palembang. 
Pertanggungjawaban pengelola PSPVTO direalisasikan dalam bentuk pengelolaan program studi seperti (1) pelayanan akademik kepada sivitas akademika, (2) kinerja dosen dan tenaga kependidikan dimonitoring serta dilakukan evaluasi secara berkala, (3) memberikan tugas terhadap peran dan fungsi dosen sesuai dengan bidang keahlian, (4) Menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan strategi tata pamong PSPVTO dan fakultas, (5) mendukung kemajuan kompetensi dan keilmuan dosen melalui pelaksanaan penelitian dan pengabdian. Pencerminan sistem tata pamong yang bertanggung jawab pada PSPVTO juga ditunjukan melalui kegiatan rapat yang melibatkan seluruh dosen setiap 1 bulan, agenda rapat yang dilaksanakan berkaitan dengan perencanaan dan evaluasi kegiatan di PSPVTO. Pertanggung jawaban tenaga kependidikan PSPVTO melalui optimalisasi pengelolaan administrasi pelayanan akademik kepada dosen dan mahasiswa, sosialisasi informasi akademik kepada seluruh sivitas akademik PSPVTO, dan pengelolaan arsip dokumen akademik PSPVTO. 

e. Adil
Pilar adil tercermin dalam perlakuan yang sama bagi seluruh sivitas akademika PSPVTO berdasarkan berdasarkan peraturan rektor No. 10024/R.A.49/Univ.PGRI/2020 tentang sistem tata pamong di lingkungan Universitas PGRI Palembang untuk melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi bagi dosen, tupoksi pengelola PSPVTO, tenaga  kependidikan dan mahasiswa.
Realisasi pilar adil bagi dosen PSPVTO diberikan kesempatan yang sama dalam hal pengembangan karir berdasarkan analisis kebutuhan dan pengembangan kualifikasi dosen , dalam hal profesi dan kesejahteraan berupa tugas belajar, kenaikan jenjang akademik, tunjangan akademik, pelatihan, tunjangan hari raya dan gaji ke-13, BPJS serta hibah dana penelitian dan pengabdian. Tenaga kependidikan juga diberikan kesempatan yang sama dalam jenjang jabatan struktural, pengembangan karir, pelatihan, tunjangan hari raya, gaji ke-13, BPJS. Mahasiswa diberikan keadilan yang sama dalam mengikuti kegiatan akademik dan ekstrakurikuler.  


2.1.2.2 Tata Kelola
Sistem dan pelaksanaan tata kelola di UPPS yang menggambarkan adanya (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pemilihan dan penempatan personel, (4) pelaksanaan, (5) pemantauan dan pengawasan, (6) pengendalian, (7) penilaian, (8) pelaporan, dan (9) pengembangan sebagai wujud tindak lanjut evaluasi tatakelola secara periodik.
UPPS melakukan pengelolaan akademik, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan keuangan yang merujuk pada pelaksanaan prinsip-prinsip manajemen umum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan perbaikan untuk mewujudkannya perbaikan mutu kelanjutan (sustainable). Pengambilan kebijakan pada PSPVTO melibatkan seluruh komponen civitas akademika yang terdiri dari ketua PSPVTO, dosen-dosen PSPVTO dan mahasiswa. Keterlibatan personel dosen melalui forum dosen PSPVT O. Keikutsertaan mahasiswa diwakili oleh mahasiswa pengurus (himpunan mahasiswa program studi) HMPS PVTO, dan melibatkan seluruh mahasiswa PSPVTO pada saat tertentu seperti evaluasi penyelenggaraan program kerja di lingkup PSPVTO.
Tata Kelola PSPVTO dilaksanakan dengan menjalankan sembilan fungsi manajemen diantaranya sebagai berikut:    

1. Perencanaan (Planning)
Dalam pengelolaan PSPVTO turut menjalankan fungsi manajemen dalam hal perencanaan dengan mengacu pada keputusan rektor peraturan rektor No. 10024/R.A.49/Univ.PGRI/2020 tentang sistem tata pamong di lingkungan Universitas PGRI Palembang. Penyusunan perencanaan diawali dengan pembentukan tim unit penjaminan mutu program studi. 
Pengelola PSPVTO menyusun perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program kerja setiap 1 tahun yang dilakukan secara berkala. Selanjutnya evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan program selanjutnya. Hasil evaluasi berupa dokumen rancangan program yaitu (1) menentukan tujuan penilaian dan merumuskan masalah, (2) menentukan jenis data, (3) menentukan model evaluasi, (4) ) menentukan model audit berdasarkan tujuan audit , (5) mendefinisikan alat penilaian, (6) merencanakan audit internal, (7) penganggaran, dan (8) merencanakan jadwal pelaksanan evaluasi. Dokumen perencanaan tata kelola PSPVTO seperti perencanaan RAB (rencana anggaran belanja) diawal tahun ajaran, jadwal mengajar dosen pada awal semester. Dokumen perencanaan yang telah ditetapkan digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dalam rangka pencapaian visi dan misi PSPVTO.

2. Pengorganisasian (Organizing)
Pengorganisasian PSPVTO dibentuk berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas  Palembang nomor 1432/RA 54/Univ-PGRI/2016 dan peraturan YPLP PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan nomor: 184.A/C.1/YPLP PT-PGRI/2018 tentang pengesahan struktur organisasi Universitas PGRI Palembang. Penempatan Personil pada masing-masing unit telah memiliki telah memiliki pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Pengorganisasian juga direalisasiskan melalui optimalisasi peran dan fungsi sumber daya yang dimiliki dalam pencapaian VMTS PSPVTO.

3. Pemilihan dan Penempatan Personil (Staffing)
Pemilihan dan penempatan personil merupakan salah satu fungsi manajemen yang berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak perekrutan tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga kerja memberikan daya guna yang maksimal bagi organisasi. Penempatan personal (stelling) dilakukan dengan menempatkan pengelola UPPS sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah dimandatkan. Pemilihan dan penempatan personil juga dengan memperhatikan kinerja setiap personil dengan kinerja yang baik akan memeperoleh promosi jabatan yang lebih baik dan bagi personil yang kurang baik akan dipindah tempatkan (mutasi) guna memaksimalkan pencapaian VMTS PSPVTO.

4. Pelaksanaan
Pelaksanaan definisikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilaksanakan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Pelaksanaan dirumuskan dan ditetapkan secara matang dan terperinci dengan melengkapi kebutuhan peralatan yang dibutuhkan, siapa yang akan melaksanakan, tempat pelaksanaan dan kapan waktu memulai pelaksanaan. Sebagai upaya memastikan kegiatan pengelolaan dapat berjalan secara efektif dan efisien, pada setiap kegiatan UPPS yang dilakukan harus melalui perencanaan, teratur dan terarah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan

5. Pemantauan dan Pengawasan (Controlling)
Pemantauan dilakukan dalam rangka mengumpulkan segala informasi untuk melihat kinerja  kepada pelaksana program dan memastikan seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip dan prosedur. Pengawasan dilakukan untuk menjaga kualitas dan kuantitas pelaksanaan kegiatan sebagai upaya antisipasi terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan. Pengawasan dan pemantauan dilaksanakan untuk memastikan keseluruhan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana kerja, memenuhi standar dan aturan-aturan terkait pengelolaan fakultas/program studi. Kegiatan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan seperti UPPS mempersiapkan laporan kegiatan prodi dalam waktu yang singkat, selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi pada setiap kegiatan prodi;
 
6. Pengendalian
Pengendalian artinya proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan rencana. Seperti melaksanakan rapat tinjauan pada unit program studi dan melaporkan secara periodik kepada gugus penjamin mutu (GPM) fakultas.

7. Penilaian (Grading)
Penilaian merupakan proses penyematan atribut atau dimensi atau kuantitas (berupa angka atau huruf) terhadap hasil evaluasi dengan cara membandingkannya pada suatu instrumen standar tertentu. Penailaian dilakukan secara objektif sesuai dengan rencana kerja dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan sesuai kebijakan-kebijakan pengelolaan Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif, seperti kesesuaian VMTS UPPS terhadap VMTS PT dan visi keilmuan Program Studi yang dikelola.

8. Pelaporan
Pelaporan adalah indikator keberhasilan suatu kegiatan Program apapun yang dilaksanakan tidak akan terwujud jika sebuah data dan informasi tidak menggunakan metode yang tepat dan benar. Pada setiap akhir semester pelaporan suatu kegiatan disampaikan kepada Dekan melalui wakil dekan 1 dan atau gugus penjamin mutu fakultas.

9. Pengembangan
Pengembangan (Tindak lanjut) adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknik, teoristis, konseptual dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Tindak lanjut UPPS dapat dilihat pada Program kerja PSPVTO. Jika program kerja yang tercapai baik maka perlu ditingkatkan pada tahun berikutnya, sedangkan untuk program kerja yang tidak tercapai harus dievaluasi untuk kelanjutan tahun berikutnya. Tindak lanjut dilakukan jika personel berprestasi diberikan reward, bagi personel yang tidak memenuhi ketentuan maka diberikan peringatan. Sebagai program tindak lanjut perencanaan di lingkup program studi disusun melalui (a) program kerja, (b) roadmap penelitian, (c) roadmap pengabdian serta dokumen penunjang lainnya yang ditetapkan oleh pimpinan.

2.1.2.3 Kepemimpinan
Implementasi kepemimpinan di UPPS, yang meliputi (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, dan (3) kepemimpinan publik.
Implementasi kepemimpinan di UPPS yang meliputi (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, dan (3) kepemimpinan publik. PSPVTO dipimpin oleh seorang ketua Program Studi yang dipilih di antara dosen-dosen Program Studi sesuai bidang ilmu Pendidikan vokasi bidang otomotif. Secara organisatoris kelembagaan calon-calon ketua program studi diusulkan kepada Dekan FKIP-Universitas  PGRI Palembang. Setelah diseleksi oleh Dekan, calon-calon tersebut diusulkan untuk melakukan pemilihan oleh Dosen PSPVTO, kemudian setelah terpilih maka dilaporkan ke Dekan kemudian di usulkan Rektor untuk dapat diangkat menjadi ketua program studi. Oleh Rektor  calon terpilih ketua Program Studi diusulkan ke Yayasan (PPLP-PT) PGRI Palembang untuk diterbitkan SK pengangkatannya.

1. Kepemimpinan operasional
Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial Kepemimpinan UPPS memenuhi karakter kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik, Kepemimpinan Operasional, pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang efektif dan efisien menjadi cermin kepemimpinan operasional unsur pimpinan UPPS dan PSPVTO UPGRIP. Dalam menjalankan kepemimpinan operasional, pimpinan UPPS melakukan perencanaan, koordiansi pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta peningkatan kinerja dengan mengacu pada kebijakan, peraturan dan standar yang telah ditetapkan. Pimpinan UPPS melakukan perencanaan dengan mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan untuk pencapaian VMTS (Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi), melakukan koordinasi dengan seluruh civitas akademika dalam melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik, melakukan monitoring untuk memastikan pelaksanaan program yang ditetapkan serta malakukan evaluasi terhadap ketercapaian kinerja. Hasil evaluasi ketercapaian kinerja menjadi dasar perbaikan serta peningkatan program-program pengembangan dan keberlanjutan UPPS dan PSPVTO FKIP UPGRIP.
2. Kepemimpinan organisasi
Kepemimpinan oraganisasi tercermin dalam kemampuan pimpinan UPPS dalam menggerakkan semua unsur organisasi dan menciptakan suasana kerja yang kondusif untuk menjamin semua kegiatan sesuai peraturan yang berlaku dan dapat terlaksana dengan baik. Pimpinan UPPS mengerakkan semua sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar unsur organisasi UPPS dan Universitas untuk menjamin ketercapain standar yang telah ditetapkan menuju terwujudnya VMTS (Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi).
3. Kepemimpinan publik
Kepemimpinan Publik ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan UPPS dan civitas akademika dalam berkontribusi masyarakat. Dekan FKIP Universitas PGRI Palembang terlibat aktif dalam berbagai organisasi antara lain: Pengurus Dewan Pendidikan Kota Palembang, Pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II, Pengurus PGRI Provinsi Sumatera Selatan, serta Organisasi profesi seperti ADRI, IKAPROBSI, dan Masyarakat Linguistik

2.1.3 Evaluasi
Evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi tata pamong, tata kelola, dan kepemimpinan di UPPS. 
Penilaian difokuskan pada kinerja dan keefektifan tata pamong, tata kelola, dan kepemimpinan di UPPS. Evaluasi dilakukan secara berkala menggunakan metode survei. Argumen yang digunakan divalidasi untuk mendapatkan alat ukur yang valid dan reliabel, sehingga layak untuk digunakan untuk pengukuran capaian kinerja. Pengolahan dan analisis survey menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Selain survei, untuk mengidentifikasi akar masalah, faktor pendukung dan penghambat ketercapaian setiap faktor dengan melihat kelebihan dan kelemahan pada setiap aspek yang diukur. Setelah hasil identifikasi diperoleh, selanjutnya dilakukan tindak lanjut perbaikan dan pengembangan guna ketercapaian hasil evaluasi yang diharapkan. Hasil evaluasi capaian ditulis dalam bentuk laporan hasil dan disosialisasikan. Adapun hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

	 
	Aspek yang diukur
	Kelebihan
	Kelemahan

	1.
	Tata Pamong
	Struktur organisasi dan tata pamong lengkap dan telah ditetapkan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) personalia yang jelas, dan penyelenggaraan tata pamong UPPS efektif dan memenuhi lima pilar good governance (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil)  
	Sosialisasi peraturan pegawai perlu dilakukan secara berkala

	2.
	Tata Kelola
	Penyelenggaraan tata kelola UPPS baik tercermin dari 9 aspek (perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan, pengendalian, penilaian, pelaporan, dan pengembangan)
	Tingkatkan partisipasi dosen dan staf dalam menjalankan program

	3. 
	Kepemimpinan 
	Implementasi kepemimpinan di UPPS, meliputi (1) kepemimpinan operasional (2) kepemimpinan organisasi, dan (3) kepemimpinan publik sangat kuat dan perlu pengoptimalan untuk rekognisi kepemimpinan publik menuju internasional
	Perlu pemetaan  kompetensi sumber daya manusia (SDM) 



2.1.4 Tindak Lanjut
Tindak lanjut yang telah diambil untuk meningkatkan kualitas tata kelola, tata pamong, dan kepemimpinan di UPPS.
Sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola, tata pamong, dan kepemimpinan di UPPS, berikut beberapa tindak lanjut UPPS:
	No
	Aspek yang diukur
	Evaluasi
	Tindak lanjut

	1. 
	Tata Pamong
	Struktur organisasi dan tata pamong lengkap dan telah ditetapkan. Tupoksi personalia jelas dan penyelenggaraan tata pamong UPPS efektif dan memenuhi lima pilar good govemance ( kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil)

Sosialisasi peraturan pegawai perlu dilakukan secara berkala
	Sosialisasi peraturan pegawai secara berkala melalui rapat rutin UPPS, PS, dari Dosen misalnya rapat akademik awal semester UPPS, PS, dan Dosen.

	2.
	Tata Kelola
	Penyelenggaraan tata kelola UPPS baik tercermin dari 9 aspek (perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan, pengendalian, penilaian, pelaporan, dan pengembangan)
Tingkatan partisipasi dosen dan staf dalam menjalankan program
	Perlibatan aktif dosen dan tenaga kependidikan dalam penyelengaraan kegiatan akademik di lingkungan UPPS dan PS seperti akreditasi,kuliah umum,seminar dsb.

	3
	Kepemimpinan
	Implementasi kepemimpinan di UPPS, meliputi (1) kepemimpinan operasional (2) kepemimpinan organisasi, dan (3) kepemimpinan publik sangat kuat dan perlu pengoptimalan untuk rekognisi kepemimpinan publik menuju internasional perlu pemetaan kompetensi SDM
	Pemetaan kualifikasi akademk, dan kompetensi SDM secara aktual.
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